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Sambungan dari hal 20

mendukung rencana itu,”
ujarnya kepada sejumlah
wartawan, di kediamannya
di Kota Palu.

Dikatakan Kasman Lassa,
Pemkab Donggala seb-
agai penginisiasi dari ren-
cana itu, tidak hanya se-
mentara dalam menyiap-
kan materi gugatan yang
akan diajukan, tetapi juga
telah memberikan kuasa
kepada pengacara terna-
ma di Indonesia, yakni Prof
Dr Yusril Izha Mahendra
SH MSc. Bahkan bupa-
ti telah berkonsultasi lang-
sung dengan advokat itu,
di Jakarta, terkait persoa-
lan uji ‘materil UU terse-
but. “Intinya, Prof Dr Yusril
Thza Mahendra, siap men-
jadi kuasa hukum Pemda
Donggala dan Pemerintah
Kabupaten Kota se-Sulawe-
si dan Kalimantan, untuk
mengajukan uji materil itu.
Sebagaimana surat bala-
san dari Prof Yusril Thza
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Mahendra bahwa dia me-
nyatakan siap atas permo-
honan kami,” ungkapnya
lagi.

Dikatakan Kasman, gu-
gatan uji materil berska-
la nasional yang dilakukan
Pemkab Donggala itu, dik-
arenakan UU Pemda telah

membatasi  kewenangan
Pemerintah ~ Kabupaten/
Kota, dalam menjalank-
an otonomi daerah sel-
uas-luasnya, sebagaima-

na diamanatkan pasal 18
UUD 1945. Sebaliknya, ka-
tanya, UU. itu memang-
kas sebagian kewenangan
Pemerintah  Kabupaten/
Kota.  Sebaliknya, ke-
wenangan itu diambil alih
oleh Pemerintah Provinsi.

“Seperti di bidang pert-

ambangan, Pemerintah
Kabupaten/Kota  dengan
adanya UU itu, kini han-
ya mengeluarkan reko-
mendasi. Padahal lokasi,
tempat maupun domisi-
li sebuah perusahaan tam-
bang itu di Pemerintah
Kabupaten/Kota, namun
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izin semuanya kini diam-
bil alih oleh pemerintah
provinsi,” terangnya.

Lebih jauh dikatakan-
nya, selain membatasi dan
mengebiri  kepentingan
Pemerintah  Kabupaten/
Kota, UU Pemda itu, san-
gat bertentangan dengan
pasal 18 UUD 1945 yang
telah tegas mensyarakat-

kan otonomi seluas-lu-
asnya bagi Pemerintah
Kabupaten/Kota. Karena

itu Pemkab Donggala san-
gat serius untuk menga-
jukan uji materil terha-
dap UU pengganti UU
No 32 tahun 2004 ten-

tang Pemda, bersama
Pemerintah  Kabupaten
Kota se Sulawesi dan
Kalimantan. “Selain
mendukung, pemerin-

tah Kabupaten Kota se
Sulawesi dan Kalimantan
juga siap untuk menyiap-

kan orang-orangnya un-

tuk  bekerjasama den-
gan Pemkab Donggala
melakukan uji material.
Pemkab Donggala juga
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terus berkoordinasi den-
gan akademisi Untad ter-
kait upaya itu,” tegasnya.
Selaku pengurus Asosiasi
Pemerintah Kota Seluruh
Indonesia (Apeksi), Kasman
juga mengakui bahwa lem-
baga Apeksi ternyata san-
gat mendukung rencana
itu. Bahkan beberapa bu-
pati dan walikota yang ter-
gabung dalam asosiasi itu
telah menyurat dan me-
nyatakan keberatan terh-
adap dikeluarkannya UU

‘tersebut. “Yang jelas, la-

himya UU No 23 tahun
2014 tentang Pemerintah
Daerah itu, telah merugikan
Pemerintah ~ Kabupaten/
Kota di Indonesia ini,”
tandasnya.

Dalam konfrensi pers terse-
but, Kasman Lassa didam-
pingi DB Lubis, yang juga
Kabag Hukum dan Perundang-
undangan  Donggala, ser-
ta didampingi Kabid
Kepengusahaan Dinas Enegeri
dan Sumber Daya Mineral
(ESDM), Drs Najamudin
Laganing MPd.(cdy)




